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Sebuah buku yang mengkaji terkait dengan mempelajari
pembentukan peraturan negara ilmu interdisipliner yang
mempelajari pembentukan peraturan negara. Mempelajari
peraturan perundang-undangan seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan
perundang-undangan lainnya dan mengkaji kajian dari

legal drafting.
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(Halaman sengaja dikosongkan)



bernegara.
harmonis men

‘Undangan dan Legal Drafting” ini hadir sebagai upaya untuk
komprehensif mengenai aspek teoretis
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia.

Pembaca akan diajak menelusuri sepuluh ruang pengetahuan
yang saling berkaitan mulai dari pemahaman dasar tentang
norma hukum hingga dinamika partisipasi masyarakat dalam
pembentukan hukum. Tak sekadar teori yang mengawang, buku
ini juga membahas sisi praktis bagaimana sebuah gagasan dapat
bertransformasi menjadi peraturan yang mengikat, bagaimana
hierarki perundang-undangan membentuk struktur hukum yang
harmonis, serta bagaimana lembaga-lembaga negara berperan
dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas.

Di era ketika suara rakyat semakin nyaring terdengar, kami
merasa penting untuk menghadirkan bahasan khusus tentang
bagaimana masyarakat dapat turut mewarnai proses pembentukan
hukum. Seperti halnya sebuah bangunan yang kokoh memerlukan
fondasi yang kuat, peraturan yang baik juga membutuhkan landasan
ilmiah inilah mengapa kami membahas pentingnya naskah akademik
dalam merancang peraturan. Tak lupa, kami juga menyentuh ranah
privat melalui bahasan tentang kontrak, sebagai pengingat bahwa
hukum bukan sekadar urusan negara dan penguasa, melainkan juga
menyentuh relasi antarindividu dalam masyarakat.

Buku yang Anda pegang ini lahir darl pergulatan pan]ang

dengan teks-teks perundang-undangan,
di ruang akademik, hingga pengamatan ter

llmu Perundang-Undangan dan Legal Drafting . VII



kepingan-kepingan pengetahuan tentang perundang-undangan
menjadi gambaran utuh yang dapat dipahami dan dimanfaatkan
oleh berbagai kalangan baik mereka yang baru menginjakkan kaki di
dunia hukum, maupun para veteran yang telah lama berkecimpung
dalam arena legislasi di negeri ini.

Sebagai manusia, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku
ini masih jauh dari sempurna. Ada celah dan ruang yang masih
perlu diperbaiki, ada sudut pandang yang mungkin belum terwakili
dengan baik. Karenanya, kami mengulurkan tangan, mengharapkan
uluran kritik dan saran dari Anda, para pembaca yang budiman.
Sentuhan Anda akan menjadi cahaya yang menerangi jalan perbaikan
buku ini di masa mendatang. Pada kesempatan ini pula, izinkan
kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga,
dan dukungan dalam perjalanan panjang penulisan buku ini.

Akhirnya, harapan kami sederhana namun mendalam, semoga
buku ini dapat menjadi teman setia dalam perjalanan Anda
memahami seluk-beluk perundang-undangan di Indonesia. Lebih
dari sekadar kumpulan konsep dan teori, kami berharap buku
ini dapat menginspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran segar dan
inovatif yang pada gilirannya akan memperkaya khasanah hukum di
tanah air. Sebab pada hakikatnya, hukum yang baik adalah cerminan
dari masyarakat yang berkeadaban dan kita semua memiliki peran
dalam mewujudkannya.

Medan, April 2025

Penulis

Vl" . Kata Pengantar
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Cum adsunt 33

testimonia return,
quid opus est verbis

Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata?

xi W



Latér Belaké}]g Imu Pengetahuan Perundang-

Burkhardt Krems seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan
yang berasal dari Jerman, diambil dari istilah Gesetzgebungswissenschatft,
istilah lainnnya adalah Wetgevingswetenschap atau Science of Legislation.
Menggambarkan ilmu hukum sebagai bidang studi interdisipliner
yang meneliti bagaimana hukum negara terbentuk (Sjarif, 2022).

Tokoh-tokoh yang dimaksud antara lain Werner Maihofer
(1981) dengan istilah Gesetzgebungswissenschaft, Jurgen Rodig (1975)
dengan istilah Gesetzgebungslehre, Peter Noll (1973) dengan istilah
Gesetzgebungslehre, dan Burkhadart Krems (1979). A. Hamid S.
Attamimi (1975) memperkenalkan konsep Pengetahuan Legislatif
di Indonesia.’

Dapat disimpulkan bahwa ilmu perundang-undangan
membahas tentang dasar-dasar dan pembentukan peraturan
perundang-undangan, meliputi tata cara, metode, terminologi,
norma hukum, hierarki, jenis fungsi, dan isi yang harus dimuat dalam
suatu peraturan perundang-undangan, ilmu hukum merupakan
ilmu yang bersumber dari negara hukum perdata (Indrati, 2013).
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep
hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus
diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan
negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukar

* Maria Farida Indrati S. limu Perundang-Undangan Jenis, Fungsu&,
PT Kanisius;Yogyakarta
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untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan perjanjian harus
berjalan di atas rel yang benar. Dalam pasal 1338 ayat (3) tersebut,
hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu
perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar peraturan
atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpan
dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan
menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Jika Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat dipandang sebagai suatu
syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), ayat
ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan (lihat
ibid, 39 dan 41).

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksudkan di atas
adalah yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat
para pihak sebagai mana undang-undang dan perikatan ini hanya
berlaku bagi para pihak perjanjian saja (Pasal 1340 KUH Perdata).
Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga dan
juga membawa keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali memberikan
haknya untuk pihak ketiga. Perjanjian tidak dapat ditarik, kecuali
atas kesepakatan para pihak atau karena ada alasan-alasan yang
kuat (Pasal 38 ayat (2) KUH Perdata).
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kan ilmu-ilmu agama. Dari mulai
sekolah Dasar d1 sekola Tri Bakti hingga ke jenjang
tingkat menengah pertama sudah sekolah di
sekolah agama. Pada jenjang sekolah menengah
pertama di MTS Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak, kemudian
selesai melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama
penulis melanjutkan pada jenjang Madrsah Aliyah Negeri di kota
Binjai. Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di
Universitas Islam Negeri Medan pada konsentrasi Hukum Tata
Negara (Siyasah). Mengingat penulis sejak di usia sekolah menengah
sudah tertarik untuk memepelajari hukum. Terutama tertarik di
bidang ketatanegaraan. Maka penulis melanjutkan studi di
perguruan tinggi pada konsetntrasi hukum tata negara. Kemudian
setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Starata 2 di
Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016 dan menamatkan
starata 2 dalam waktu 22 bulan dan mendapatkan predikat Cum
Laude. Sejak kecil yang sudah menjadi gemar dalam membaca maka
penulis juga aktif dalam menulis. Terutama muncul ide-ide terkait
hal-hal yang hendak di tulis ketika inspirasi itu muncul, maka

penulis segera menuangkan ide-ide itu ke dalam kertas sele-sele
terlebih dahulu. Begitulah seterusnya ketika muncul ide-ide yang
menarik untuk menulis maka penulis langsung menuliskannya
kedalam kertas sele-sele. Dan semoga penulis dapat konsisten
dalam menulis dan dapat terbit buku-buku berikutnya dan dapat
bermanfaat bagi ﬁ negara.
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DAN LEGAL DRAFTING
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mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dalam mempelajari

matakuliah ilmu perundang-undangan dan legal drafting.
Mengingat di fakultas syari'ah dan hukum matakuliah ilmu
perundang-undangan dan legal drafting adakalanya tida di temukan
dari diantara prodi-prodi, maka penulis mencoba mensatukan
kajian-kajian tersebut. dalam buku ini membahas suatu materi dasar
yang yang ditulis dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh
pembaca. Mengingat kajian ilmu perundang-undangan dan legal
drafting sudah banyak para ahli menuliskan dalam bukunya
masing-masing. Mungkin buku ini sebagian kecil dari materi-
materi yang para penulis sebelumnya ke dalam buku ilmu
perundang-undangan dan legal drafting lainnya. Latar Belakang
ilmu pengetahuan perundang-undangan, norma, teori
stufenbautheorie, hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia, lembaga negara, peraturan perundang-undangan di
tingkat pusat, proses pembentukan perundang-undangan, teknik
perancangan perundang-undangan.teknik penyusunan naskah
akademik, problem pembentukan peraturan perundang-undangan,
dan kontrak.

Buku ini merupakan sebuah buku pembelajaran bagi

Permai Villa No 18, Medan' Sunggal

Penerbit Merdeka Kreasi
JI. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Kt“’" Email : Merdekakreasi2019@gmail.com
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